Menimbang

SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DABRAH EABUPATEN TUBAN
NOMOR 19 TAHUN 3016

TENTANG
EETENAGARERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,

& behwa setiap orang berhak untuk bekerja
aerta mendapst imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja untuk
mewnjudkan mesyaraket vang sejabtern, sadil,
makmur, yang merata, baik materiil maupun
apiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undanig Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

L  bahwa pembangunan ketenipgakerjaan
merupaloar langkah atrategis dalam
menanggulang masalah ketenagakerjaan dan
sckaligus merupakan upaya meningkatkan
kescjiahteraan masyarakat;

¢. bahwa bidang ketenagakerjaan mempunyai
peranan  yang sengat sirategis dalam
pembangunen daerah, maka diperlukan
pengaturan di bidang ketenagaksrjasn vang
menyeluruh  dan komprehensif  mencakup
pembangunan samber  daya manusia,
peningieatan  produktivitas dan deays  saing
tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja,
pelayanan pencmpatan tetiaga keria,
pembinasrs hubungan induatrial dan




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangen sebagaimana
dimaksud pada hwuf a, huruf b, dan huruf
c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Ketenagakerjaan;

Pasnl 18 ayat (6 Undang-Undang Peaar Negara
Republik indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembenitukan Daergh-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinai Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Berita HNegara Republik
Indoneais Nomer 9] sebagaimena telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
{Lembaran Nepara Republik Indopesia Tehun
1963 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indenesia Nomer 2730);
Urdang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggarann Negars vang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tebun 1999 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahen ILO  Convention MNomor 182
Concermiztg the Prohibition and Immedicate Action
for Elimination of the Worst Farms of Child
Labour (Konvensi ILO Nomor 132 Mengenai
Pelerangen dan Tindakan Segers Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk
Anak] (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 394 1);




10,

11.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004
tentang Serikat Pekerja f Serlkat Buruh
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 131, Tambahan lembaran MNegara,
Republik [ndoneaia Noimor 3989);
Undang-1ndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perfindungean Analk {Lembaran Megsra
Republilk Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahen Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenaga-kerjaan {Lembaran Negara Republik
Indoneaia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembsrann Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihann Hubungen Industrial
{lembaran Negara Espublik Indonesia Tahun
2004 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4356];
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Ketja
Indonesia di Luar Negeri (Lembarman Nepara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negama — Republik
Indonesia Nomor 4445);

Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undsngan
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indemesia Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2454
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Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daeralh  (Lembaran — Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia HNomor 5587 scbeageimana  telsh
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Uindang
Nomer 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua,
atas Undang-Undang NHomor 23 Tahun 2014
tenitang  Pemerintahan Dasrah  [Lembaran
Negara Reprublik Indonesia Tabun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acamm Pidana ([Lembaran Negaia
Repulldik Indonesia Tabun 1983 Nomor 236,
Tambahati Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanasn
Kitak Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indotesia Tahun
2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Wegara
Republik Indonesia Nomer 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
tentang  Penyelenggaraan Program Jaminaen
Sozial Tenaga Ksria (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahunl993 Nomor 20, Tambaharn
Lembaran Wegara Republik [ndonesia Nomor
3520} sebagalmana telah diubah beberapa kali
terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor
B4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonegia Talyn 1998 Nomeor 229, Tambahan
Lembaran WNegara Republik Indonesian Nomor
272;

Peraouran Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Upaya Peningkatan Kesesjahieraan
Sosgial Penyvandang Cacat (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Taebhun 1998 Momor 70,
Tambahan  Lessberan  Negars  Republik
indonesia Momor 3754);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005
tentang Tata Kearja dan Susunan Organisasl
Lembaga Kerjasame Tripartit (Lembseran Negars
Republik I[ndonesia Tahun 2005 Nomor 24,
Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2008
tentang Peribahan Atas Peratiman Pemerintah
Nomor & Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan
Susunan Organisasi Lembsge Kerlasama
Tripartit {Lembaran Megara Republik Indonesia,
Tahun 2008 Nomecr 69, Teambashan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4862);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan den Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2002 Nomor 165, Tambahen Lemberan Megara
Fepublik Indonesin Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tabun 2006
tentang Sistern Pelatihan XKerja Nasional
iLembaran Wegara Republik Indonesia Tahun
2006 Notmot 67, Tambahan Lembaran Megars
Republik Indonesia Nomor 4637);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tehun 2007
tentang Tata Cara Memperoleh Ipiormasi
Ketenagakerjaan dan Penyusunan sarta
Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 34 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47011

Peraturan Pemerintal: Nomor 33 Tahun 2013
tentang Perlusasan Kesempatan Kerja
{Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun
2013 Nomor V5 , Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5413);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahen [Lembarany  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237 ,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republk
Indonesia Nomor 5747);
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Peraturan Presiden Nomotr 21 Tahun 2010
tentang Penigawasan Ketenagakerjaan;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tehun 2014
tentang Penggumnaan Tenaga Kerja Asing serta
Pelaksanaan Penididikan dan Pelatihan Tenaga
Kerja Pendemgpring;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tehun 2014
tentang Peraturan  Pelaksanean Undang-
Undang MNomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentulkan Peraturan Perundang-Undangan;
Kepubisan Presiden Nomor 107 Tabun 2004
tentang Dewan Pengupahan;

Peraturan Menterl Ketensgakerjaan Momor 16
Tahun 2015 tentang Tata Care Penggunaan
Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah divbah
dengan Perataran Menteri Ketznagakerjaan
Nomor 35 Tahun 2015  tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengeunaan Tenapa Kerja Asing

Peraturan Menteri Dalam HNegeri Nomor B0
Tahun 2015 tentang Pembentuksn Prodoak
Hukum Dacetrah:

FPeraturan Menteri Hetenagakerjaan Nomor &
Tahun 2016 tentang Tunjangan Her Raya

Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaen:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKTLAN RAEYAT DARRAY EAFUPATEN TUBAN

dan
BUFATI TURAN
MENUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksad dengan :
1. Dacrah adelabh Kabupaten Tuban.
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Pelabhan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk member,
memperoleh, meningkatican serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disipling aikep dan etos kerja pada tingkat ketrampilan
dan keahlian tertentu sesuai dengen jenjang dan kualifikasi jabatan
atau pekerjaan.

Lembaga Pelatiban Kerja adalah lembaga yang menvelenggarakan
pelatihan kerja bagl tenaga Kerja untuk memenuhl pergyaratan
yang ditetapkan.

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah lembaga pelatihan kerja yang
dizelenggarakan olech swasta atan lembaps pelatthan kerja di
perusahBan.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TEA adalah wargs
negara asing pemegang visa dengan maksud bekeria di wilayah
Idonesia.

Pemagangan adalah bagian dari aistem pelatiban kerja yang
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di l=mbaga petatihan
den dengan bekerja secara langsung di bawsh bimbingan dan
pengawasan inatruktur | atan pekerja f buruh yeng lkhih
berpengslamen, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di
perusahaan, dalam rangke menguasal ketrampilan ataa keahlian
tertertu.

Fenempatan tenaga ketja adalah proses pelayansn kepada pencari
kerja unituk mempercleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam
pengisian lowongan kerja aesuai dengan bakat, minat, dan
kematnpuan.

Lowongan Pekerjaan adalah kesempatan yang ada atau belum
cukup jumlah crang vang melaksanskennye vang terjadi karena
perluasan usaha, perubahan teknis berproduksi atan ada tenaga kerja
yang karcna sesuatu hal berhenti dari pekerasnnya dan harus diisi
dengan tehaga kerja lainnya.

Hubungan Industrial adalah suatz system  hubungan yang
terbenink antara pelaku dalam preses produksi barang dan/fatau
jase yang terdiri dari unsur pengusaha.tenaga kerja/burih dan
Pemerintah /Pemerintah Daeral yang didasarkan pada  nilai-nilal
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndonesia
Tahun 1945,




20.

21.

22,

23,

26,

27,

28.

Hubungan Kerje adalah hubungan antara pengusaha dehgan
pekerjafburuh berdasarkan peganjian kerje yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah dan perintah.
Lembagn Kerjagama  Bipartit sdalah forum komunikasi den
konsuitasi mengensi hal-hal yang berkaitan dengan bubungan
industrial di satn perusehasn yeng anggotanys terdiri dari
pengusahs, pekerja/tmruh dan serikss pekerja/serikat turuh yang
sudah tercatat di Dinas.
Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forurn komunikasi, konsultesi
dan musyswarah tentang masalah ketenageakerjran yang anggotanya
terditi dari unmur  organisasi pengusaha, serikat pekerje/serikat buruh
dan Pemerintah Dacrah.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suaty perlindungan bagi
tenagsa kerja dalem bentuk sanfunanberupa uang sehagal pengganti
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai
midbat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh  tenaga kerja berupa
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
betituk Uang sebegai imhalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan den dibayerkan menurnit
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atay peraturan perundang-
unangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
kehiarganya, atas suatu peketjaan dan/atay jase yang telah atan
akan dilakulearn.
wilayash Provinsi Jawa Timur.
Upalk Mnimum Kabupaten adalah upah minimum yang berlakn di
Kabupaten Tuban.
Turgengan Hari Raya yang eelanjubtmya  disebut THR adalah
pendapatan pekerja yang wajib dihayarkan olth pengusaha kepsda
pekerjafburuh atan keluarganya menjelang Hari Raya Keagamean
yang berupa nang atau bentuk Lain.
Mogok Kerja adalah tindaken peketja/buruh yang direncanskan dan
dilakmanaken secara bersama-sama danfaten oleh serikat pekerja
serikat burah untuk menghentikan atan memperlambat peketjann.




29. Perselisihan Hubungan Induetrial adalsh perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pehgusaha  atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/burubh atan serikat pekerja/serikcat
buruh karena adanya perselisihan  mengenai hak, perselislhan
kepentingan, perselisihean  pemutnsen hubungan kerja dan
pergelisihen  antar serikat pekerje/eerikat buruh  delam  satu
perusahaar,

30, Penmatusan Hubungan Kerja adalah pengekhiran hubungan kerje
karena sustu  hal tertentuyang mengakibatkan berakhirnya hal
dan kewajiben antara pekerja/ buruh dan pengusahsa.

31. Anak adaleh setiap orang yang berumur di bawsh 18 [delapan belas)
tahumn.

BAB II
ASAR, TIMUAN DAN SASARAN
Hagian Keaat
Asas
Pasnl 2

Penyelenggarasn ketenagakerjaan berlandaskan Pancasgila dan UUD 19495

tanpa diskriminasi dan berdasarkean azas:

a. keheluergaan dan kemitraan;

b perencanaan dan pemberdayaan  tenapas  kerja SECAra

herkesinambusgat,

c. persaimaan, keadilan, dan perlindhungan hukum;

d. peningkatan kesejahteraan tenaga kerjn dan jaminan sosial tenagae

ketja beserta keluarganya;

2. peningkatan produktivitas demi kelangsungan usaha dan ramah

investasi; dan

{. keterlibatan peran serta sslurih stakeholder dalam penyelenggaraan

ketenagakerinan.
Bagian Kedua
Tiujuan
Pasal 3

(1} Penyeclenggaraan ketenagakerjsan secara umutn bertujuan untuk:

a. memberdayakan dan mendayagunakett tenage kerja  secara
optimal dan marmagia;




At

b. mewujudkan pemerataan kesempatan keria dan  penyedisan

C,

d‘l

tenaga kerja yang sesusi dengan kebutuhan pembangunan
naeional dan daerah;

memberikan perlindungan kepada tenaga kerjia dalam mewajudkan
keaciahteraan; dan

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

{2} Peryelenggaraan  ketenagekeriaan secara khusus berbgjusn untuk
menyusun dan melalsanaican:

B.
b.

pereiicanaan lenaga kerje secara terpadu i Daerah;

kcbijakan sistem latihan kerja nesional yang beaik den benar di
Daecrah;

kebljakan produktivitas dapat dilmplementasikan dalam rangks
peningikaian produktivitas deerah;

. kebijakan penyediaan dan pendayagnnaaen tenaga kerja dilaioukan

aecara terpadu;
kebijakan perlindungan tenapga kerja dalam rangka peningkstan
kescjahteraan tenapa kerja dan jaminan gosial tenega kerja dan
keluarga disrahkan delam peningkatan produktivites tenaga kerja;
dan
pembinaan dan pengawasan dilakssnakan secara terprogram dan
berkegsinambungan dalam rangka peningkatan ildim yang remsh
investasi dan penegaltan hukum unink menjamin adanya
kepastian dan keadilan hukum untuk pekerja dan pengusahe.
Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

a. tervngjudnya perencanaan tenaga keca;

k. terwujudnya sistem latihan kerja nasional di daerah;

c. terwujieinya kebijakan produktivitas;

d. tervujudnya penyediaan dan pendayapunasan tenaga kerja;

€. terwyjudnya perlindungan tenaga kerja;

f, terwujudnya penyelesaian perselizsihan hubungan induastrial; dan

g tersujudnya harmonisasi antara pelerja, pengusaha dan pemerintah

dacrah.
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BAPR IIT
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN TERHADAP TENAGA KERJA
Pasal 5
Sctiap tenaga keria memlilikl kesempatan yang sama tanps diskriminasi
untuk mempercleh pekerjaan.

Pasaal 6
Sctiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
fiskriminasi dari ha.

BAR IV

PFERENCANAAN TENAGA KER.JA DAN
[INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Tenoga Kerja
Paaal 7

{1] Pemerintah Dacrah menyusurn, menetapkan dan melaksansban
percticattaan tenaga RKeirja deerah sesusidengan perencanaan
tenaga kerja Nasional.

(2] Perencanaan tenaga kerja daerah sebagaimens dimaksud pada
ayat (1] meliput;

A. perencanaan tenaga kerja malao; dan
b. perencanaan tenagn kerja mikro.

{3] Perencanaan tenaga kerja dacrah sebagaimans dimakeud peda ayat
f1] terintegrasi dalam doloumen perencansan pembangunan daerah
dan menjadi dasar dan scnan dalam menyusun kebijakan, strategi
dan pelaksanaen program  serta kegiatan pembangunan
ketenagakerjaan yang terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Informasi Ketenagakerjaan
Pazal 8

(1) Perencanasn tenaga kerja daerah disusun berdasarkan informasi

ketenagakerjaan dasrah dan berpedoman kepada peraturan perundang

undangan yang berlalu.
{24] Informasi ketenagakeriaan Daerah sebagaimuna dimaksud pada avat

(1) terdiri dari:

a. penduduk dan tenaga kerja

b. kesempatan kerja;




(3

(1]

(2)

3

(1)

(2]

(1}

(2]

¢. pelatihan kerja termasuk karnpetensi kerga;
d. produktivitas tenaga kerja;
¢, hubungan industriaj;
f. ¥ondisi lingkungan kerje;
g- pengupahan dan kessjahiersan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenzaga kerje.
Informasi ketenagakeriaan Dacerah schagaimana dimaksud pada ayat
(2} distur dengan Peraturan Bupatl.

BRARB ¥

PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Bagian Kesatu

Pasal ¢
Sedap tenaga kerja  berhak untuk memperclch  danfatau
meningkatkan den fatau mengembangkan kompetensi kerja sesuni
dengan bakat, minat, dan kemampuannya melahui pelatiban lostia.
Pemerintal: Daesrah berkewajiban menyiapkan tenaga keria yang
memiliki kompetenai kerja. untuk memenuhi kesempatan kerja di
dalam meupyun ¢i huar negeri.
Dalam menjalankan kewajiban menyiapkan tenaga kerja
sebageimana dimaksud pads ayat (2), pemerintah dacrah wajib
memiliki Balai lLatihan Kerja berbwais kompetensi yvang sesuai
dengan kebutuhan pasar kegia.

Pasa! 10
Pelatiban kerja dilaksanakan dengan memperhatikan lebutuhan
pasar kerja dan dunia usaha, baik di daism maupun di har
hubungan kerja.
Pelatihan kerja disclenggarakan berdasarkan program pelatihan yang
mengacy pada standar kompetensi kerja.

Paaal 11
Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja yang belum memperoleh pekerjann
rangka memasuki dunia ketja.
FPelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja vang sndah bekerja diarablcan
untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian dalam rangka
peningkatan produlkdtivites kerja.
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Pasal 12
(1) Penguasaha bertanggungiawak atas pemberian kesempatan kepada
pekerja untuk meningkatkan danfatau mengembangkan kompetensi
kerjanya melaluil pelatihen kerja.
(2] 3etap pekerjafburuh memiliki kesempatan yang sama untuk
mengikut pelatihan kerja sesusi dengan bidang tugasnys
Pasal 13

(1] Pelatlhan kerja dapat dieelenggarmlan cleh;
a. lembaga pelatihan kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah; danfatau
b. lembaga pelatihan kerja swastaf perusahaan.

[2) Pelathan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatiban atau

tempat kerja. 5
(3] Llembaga pelatihan kerja  Pemerintah/Pemerintah  Daerah |
sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huryf s dalam |

menyelenggarakan pelatihan kerja dapat beikerja sama dengan |
swasta dan perguruat tinggi.
Pasal 14

(1) Lembaga Pelstihan Keria Pemerintah sebagpimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat [1) huraf a mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas.

[2) Lembaga Pelabhan Kerja swasia/perusahaan sebagaimena
dimaksud dalam Pasal 13 avat (1] huruf b wejib mempercleh izin
dan mendaftar ke Dinas.

{3) Lembaga pelatihan kerja PemerintahfPemerintah Daerah yang telah
terdafiar sebegaimana dimsksud pads ayat (1) dan lembaga pelatihan
kerjn swaeta/ perusahaan yang telah terdafiar dan memperoleh
izin sebagaimana dimalsud pades ayat (3] dapat memperolsh
akreditasi,

Faszal 15
Penyelengpara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:
a. tersedianya tenaga kepelatihan:
b. adanyw kurikulum yang sesnai detgan tingkat pelstihan;
c. tersedianyn sarana dan prasarana pelatiban kerje; dan
d. tersedianya dans bagi kelangsungan kegistan penyelenggaraan
pelatihan kerja.




Pasal 16

{1} Tenaga kerja berhak memperoleh pengeakusn kompetens! keria
setelah mengikuti  pelatihan  herja yvang disclenggarakan lembaga
pelatihan kerja Pemerintah/ Pemerintah Daerah, lembage pelatihan
kerja swasia/perusahaan, atau pelatihan di tempat kerja.

{2) Pengalian kompetensi kerja sebagaimens dimakeud pads ayat (1)
dilalcukan melahu sertifikasi kempetensi kerja.

{3) Bertifiknsi kompetensi kerja sebagaimana dimeksud pada ayat (2}
dapat puls diifkusti oleh temaga kerja yang telah berpengalaman.

Pasal 17

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penvandang cacat dilaksanakan
detigan memperhatikan jenis, dersjat kecacatan, dan kemarnpuan t#naga
keria penyandang cacat yang bersanglatan.

Pamal 18

{1) Pelatihan kerjn dapat diselenggaralkean dengan gistem pemagangan.

i2) Pemagangan dilaksanaban atas dasar perjanjian pemagangan,
antara peserta dengan penguseaha yang dibuat secara tertulis dan
diketahui oleh Dinas.

{3) Perjanjian pemagangan sebagrimans Jdimaksud pada ayat (2],
sclourang-kurangmys memuat ketentuan hak den kewajiban peserta
dan/atau perpgusaha penyelengparn pemagangan, jenis program, dan
kefuraan scrta jangks waktu pemagangan.

{4) Pemagangsen yang diselenggaraken tidak melalni  perjanjian
pemagangan 3ebagaimana dimaksud pada ayat [2) disnggap tidek sah
dan: status peserta berubah menjadi pekerja/buruh berusahaan yang
Lersangioitan.

(5} Peruashaen penyelenggara pemagangan harus memilid program
pemagangan, sarana dan prasarana terhadap tenega kepelatthan dan

(B} Program pemsagsngan scbagimena dimeksud pads eyst [5} harss
diketahui dan didaftarkan pada dinas.

Pasal 19

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangen berhak atas
pengakuan lualifikasi kompetensi dari perusahaan tempat magang
atau lembaga sertifikasi,




Bagian Kedua
Petaksanaan Program Peningleatan Produlktivitas
Pasal 20
{1} Dalam upaya peningkatan produldivitae di daerah, perhn ditngkatkan
soslatizari dan pelathan produktivitas antuk semua mesyarakat
tenaga Rerja dan industr.
{2} Peningkatan sosialisasi dan pelathan produktivitas sebagaimana
dimalesud peda avat {1) dilaksanakan cleh Pemeriniah Daerah,
BAB V1
FENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 21

(1} Setiap tenaga kerja mempunysai hak dan kesempatan yang sama
untuk memilih, mendspaitkan, atau pindah peokerjaan dan
memperoleh penghasilan yang layak di dalem atau di luar negeri.

(2} Hak dan kesempatan uniuk memilih, mendapatkan, atau pindah
pekerjaan dan  memperolch penghasilan yeng layak sebagsimana

dimaksud pada avat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturat perundang-undangan.
Pasal 22

(1) Penempatan tensga kerja dilekmanakan berdasarkan asaa terbuks,
bebas, obyektif, serta adil dan merata tanpa diskriminasi.

{2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tensga kerja
pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat,
minat dan  kemampuan dengan memperhatiken harkat, martabat,
hak asasi dan perlindungan hukum.

{3) Penempatan  tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan
pemerataan kezempatean kerja dan penyedisan tenaga kerja sesuai
dengan kebutiuhan,

Pasal 23

1] Penempatan tenaga kerja terdici dari:
a. penempatan tenoga kerja di dalam negerd:
. petiempatan teneaga kerja di luar neger.

[2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja, sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) diatur sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pagsal 24

{1) Penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

{1} terdiri dari:

a. Penempatan Tenaga Kerja Antar ¥erja Lokal (ARL):

b. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Dacrah [AKAD); dan
. Penempatan Tenaga Kerje Antar KEerja Antar Negara, (ARAN),

(2) Pelaksana penempatan tenaga keris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} adelah:

a. dinasx; dan
b. lembaga swasia berbadan hukoum.

i3] Lembaga swasts schagaimana dimakeid pada ayat {2} huruf b terdirt
dati Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, Lembagn Penempatan Tenaga
Kerja Bwasis, Bursa Kerja Khusus, Pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia Swasata atau lembaga lain yang sejenis, vang diatur
oleh peraturan perundang-undangan.

(4] Palaksanean pelayanan penempatan Tenaga Kerja wajib memperoleh
izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan
perundangvmdangan yang berlaka.

Pama] 25

(1} Pelaksanaan penempaten tenaga kerja sebegaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1), dilarang memungut biaya, baik langsung maupun
tidak langsung, sebagian atau keseluryhan kepada tenags kerja dan
pengguna tenega kerja.

(2) Lembags pencmpatan tenaga kerja swasta sebagaimane dimaksud
dalarm Pasal 24 ayat {?) huruf b, hanya dapat memurgut bisya
penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan darl tenaga
ketia sesuai dengan gokngan atau jabatan tertenta sesusi dengan
Feraturan perundang-undangan yeang berlakn.

Paasl 26

(1) Peraberl kerja yang memerlukan tenags ierja dapat merekout
sendiri tenega kerja yang dibutuhkan sta melalui pelaksanag
penempatan tenaga kerja sebagaimane dimaksud dalam Pasal 23
ayat [2}.




{2) Pemberi kerja  schagaimans dimeksud pada ayat (1) dalam
mempekerjakan tenaga kerja wajibk memberikan perlindungan vang
mencakup kesejahterann, keselamatan, dan kesehatan balk mental
maupun fisik tenaga kerja.

[3) Pelaksana penempatan tenega leerja sebagaimana dimaksud dalam
avat (1) wajib memberikan perlindungan sejak relutmen sampai
penempatan tenaga ketja.

Pasal 27

{1) Pencmpatan tenaga ketja oich pelaksana penempatan tenaga kerja
dilalukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenags leerja.

(2) Pelayanan penempatan tenage kerja sebagaimena dimakesud pads
ayat (l)beraifat terpadu dalam satu sigtem penempatan tenags
kerja yang melipud unsur-unsar:

pencari kerja;

lowongan pekerjaan;

informasi pasar kerja;

mekanisme antar kerja; dan
e. kelernbagaan penempatan tenaga kerja.

{3) Unzuc-unsur sistem penempatan tenaga kerjr sehagaimana dimaksuad
dalam ayat (2) dapat dilaksaneken secara terpisah vang ditujukan
untuk terwujixdnya penempatan tenaga ketja.

Pasal 28

(1) Setinp permsahaan wajib melaporkan lowengan kerja kepada Bupati.

i2) Siapapun dilarang memungut bisys baik langsung maupun tdak
langaung schagian atau keselurahan kepada calon tenaga kerja.

[3) Ketentuan mengenai presedur dan tata carm pelaporan lowongan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) distur dalam Peratuan
Bupat.

BT

Pamal 29
{1) Setiap tenaga kerja penyandang cacat mempunyal kesempatsn sama
untul mendapatkan pekerjaan sesuai jenis dan derajat kecacatannya.
(2} Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan peryandang cacat
di perusahaan scaual dengan jenis dan derajat  kecacatan,
pendizdukan dan kemampuannya yang jumlshnya  disesuaikan
dengan jumlah karyewan den/atau kuslifikasi perusahaan.
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(3) Setiap pengussha wajib mempekerjakan penyandang cacat sekurang-
kurangnye 1 (satu) orang penyandang cacat untuk setiap 100
{seratus) orang pckerja pada perusahaannya.

4] Penpusaba sebagaimana dimaksud pade ayat (3) harua melakeanakan
dan melaporkan penernpatan tenaga kerja penyendeng cacat kepada
Bupati.

(5] Prosedur dan tata cara pelaksanasn penempatan serta pelaporan
penempatan tenaga kerja penyandang cacat sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) dan avat (3} ditetapkan sesual dengan peraturan
perundang-undangg.

BARB VI

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 30D

{1) Perneriniah Daecrah dan masyarakat bersama-sama mengupeyakan
perluasan  kesempaten  kerje, haik di dalam maupun di luar
hubunigan kerja.

{2) Bemua kehijakan pemerintah daerah di setiap sektor dierahkan untuk
mewljudkan perluasan kesempatan Leria beilk di dalam maupun
diluar hubungan: kerja guna mempercepat kesejahteraan dan kualitas
kehidupan ekonomi masyarakat.

{3) Lembaga keuangar: baik perbankan meupun non parbanken dan dunia
uaaha depat membantu dan memberikan kemudshan bagl setiap
kegiatan masyarakat yang dapat menciptekan atau
mengembangkan perluasan kesempatan letje.

Pasal 31

{1) Perluasan kesempatan kerfa di Juar hubungan kerja dilakukan
melalui penciptasn kegiatan yang produktif dan berkelanjutan
dengan mendeyapunekan poiensi sumberdeaya alam, sumberdaya
manusia dan teknolog tepat guna.

{<] Penciptaan legiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukar
melalui pola pembentukan dan pembinean tenaga kerja mandiri,
terapan teknologi tepat guna, wira usaha baru, perluazan kerja
sistem padat karya, slih profeei dan pendayagunaan tenaga kerja
sukarela atau pela lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan
kesempatan kerja.




(3) Ketentwan lebih lanjut mengenai perluasan kesempatan  kerja
schagaitnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB VI

PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
Pasal 32

(1) Setiap perusahaar wajib mengupayRksen dan mengutamaksn secarg
maksimal agar lowongan pekerjaan yvang terbuka diisi oleh Tenaga
Kerja Lokal.

[2) Pengisian lowongan pckerjaan schogeimana dimaksud pada ayat (i),
dilakukan dengan memprioritaskan pads masyarakat yang berdomisili
dl Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.

{3) Untuk pengisian lowongan pelcerjaan demgan keshlian khusus jika
tidak dapat diisi dengan tenaga kerja lokal malka dapat diisl oleh tenaga
kerja dari luer kabupaten.

{4) Keahlian khusua sebagrimena dimaksud pada ayat (4] adalah harus
kersertifikat.

(3] Ketentuan lebih lanjut pengisian lowongan pekerjaan sebagrimana
dimaksud pada ayat (1), ayat {3}, ayat (3) dan ayat (4] diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAR X
PENGGUNAAN TENACGA KERJA ASING
Pazal 33

(1] Pengpunaan Teneaga Kerja Azing dilaksanaken secara selektif dalam
rangka alih teknelogi dan keahlian.

{2) Pernberi kerja orang perscorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja
asing.

(3)Jabatan yang dapat dichwluki cleh tenaga kerjsn  asing harus
seauni dengan peraturan perundang-undangan.,

{4} Sedap pemberi kerja yang telah mempercleh izin mempekeriakan Tenaga
Kz1ja Asing wajib melaporkan kepada Dinas.

(5} Betiap pemberl kerja yang eken memperpanjang izin mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing di Daerah vang lokasinya dalam satu Daernh
wajib memiliki izin perpanjangen tertulis dari Bupati.




{6} Ketentuan mengenai persyaratan, jabatan dan tata cara penggunasan
tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disiur dalsm
Peraturan Bupati.

BAB X
HUBUNGAN KERJA
Prsal 234

(1) Hubungan kerja teriedi karena adenys perjanjiar kerja antara
rengasaha dan pekerja/buruh,

{2) Perjanjian kerja scbagaimana dimaksud pada ayat {1) dibuat secara
tertulis atau Lsan.

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, pengusaha wajib
membuat surat peopengkatan bagi pekerja/buruh yang
bersanglutan.

[4) Syarat-syarat perjanjian kerja:

a. kesepakatan kedun belah pihaik;

b. kemampuan atau kecalapan melalukan perbuatan hulkumg

¢. adanya pekerjaan yatg diperjanjiken; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidek bertentangan dengan ketertiban
wnum, kesusilaan, den peraturan pendeng-undangan.

[3) Perjanjien keria yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pade ayat (4) hurndf a dan
huruf b, depat dibatalkan.

(€) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan
dengan ketenrcan sebagaimena dimekswd pada ayat {(4) huruf ¢ dan
huruf 4, batal demi hukum.

Paral 35

{1) Perjenjian kerja dibuat untuk waktu terfentu atau waktn tidak
tertentu.

(2) Perjanjlan lerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarken atas;

a. jangkea waktu; atau
b. selesainyva suatu pekerjaan tertentu,

(3] Peganjian  kerja untulk waktu tertenti hanya dapat dibuat untuk
pokerjaan tertenty yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dadam waktu tertendn, yaiti:

a. pekerjaan yang sekali selesai atan yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya datam waktu yang
tidak terlaly lama dan paling lama 3 (tHga) tahun;




c. pekerjaan yang bersifat musiman; atan

d. pekeraan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan bar,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan,

(4] Peganjian kerja untuk waktu tertentu tidakk dapat diadalkan unftuk
pekerjaan yang bersifat tetap.

(5] Perjanjian kerja untuk wakin tertentu dapat diperpanjang atau
diperbehanai.

(6] Perjanjian kerjaz wakiu terteniu dapat diperbeharui setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 [tiga puluh) har berskhirnya petjanjian
kerja waktu tertentu  yang lame, pembaruan perjanjian kerja wakty
tertenty hanya boleh dilabkukaen 1 (zatu) kali dan paling lama 2 [dua)
tahun,

(7] Perjanjian kerja waktu tertentu, perpanjangan perjanjian kerjia waktu
tertentu dan pembaharuan perjanjian kerja wakta tertentu wajib
didsftarkan pada Dinas.

(8] Prosedur dan tata cara pembuatan, dan pendaeftaran perjanjian keta
waliu tertentu, perpanjangan perjanjian kega wakdn tertentu dan
pembaharuan perjanfien kerja wakiu tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayst (7] diatur dengan Peraturan Bupati.

(9] Perjanjian kerja untuls waltu tertentn yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3], ayat (4], ayat {5}, ayat {5] dan
ayat (7], maka demi hukum menisdi perjanjian kerja wakta tidak
erteni.

BAB XI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 25

{l) Pemerintah  Daerah dalam hubungan industrial, memillki funpsi
menetapkan  kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan
pengawesan, dan melalukan penindakan terhadap pelanggarsn
peraturan perundang-undangan ketenaga- kerjaan.

(2) Pekerjn/buruh  dan serikat pekerja/buruhnya dalam hubungan
industrial, memilili fungsi menjslanken pekerfaan sesual dengan
kewajibannya, menjags ketertiban demi kelangmungan produksi,
menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan
ketrampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan
mempeErjuangkan kessjahterann peketia fburuh beserta
keluarganya,




(3] Pengusaha dan organigasl penguashanys dalsn hubungan industrial,
memibki fungsi menciptalean kemitrasn, mengembangkan  usaha,
memperlias  lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan
pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan.

Pasal 37

Hulungan industrial dilaksanekan melalui sarana:

a. serikat pekerja/ssrikat buruh;

b.organisasi pengusaha;

¢ lembagn kerjasama bipartit;

d.lembeaga kerjasama tripartit;

e. peraturan perusahaan;

f. perjenjian kerja;

£ perjanjian kerja bersama;

h.perdidikan hubungan industrial;

i pernasyarakatan hubungan indusirial;

j. koperasi pekerja/burub;

K. peraturen perundang-undangan ketenagakerjaan; dan

1. lembags penyeieasian perselisihan hubungan industrial.

Passa]l 38

(1) Setlap pekeria/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja/ serikat buruh.

(2] Beriknt pekerja/aerikat buruh dibentuk oleh paling sedikit 10 [sepuhah)
orang pekerja/buruh. Serikat pekerja/serikat buruh  sebegaimana
dimaksud pada ayat

(2] Memberitabukean secara tertulis untuk dicatat Dinas,

(4] Kotentuen mengenai prosedur dan tata cars pencataten eerikat
pekerja/serikat burnh dilaksanakan sesuai perasturan perundang-
undangan yang berlakuy.

Pa=al 39
(1) Setlap penguseha berhak membentuk dan menjadi  anggota
erganisasi pengusaha.
(2) Beniuk Busunan Organisasi, Tugeas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
serta personalia organisasi penpusaha ditetapkan dengan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi.




-24-

Pazsl 40

(1} Pengusahs yang mempekerjakan 50(lima pulub) orang pekerja/buruh
atau lebih wajih membentuk Lembaga Herjesama EBipartit yeng

{2) Lembagn Kerjasama Bipartit sebagaimana dimakesud peda ayat (1)
berfungsi =sebagai forurn komunikasi, konsyltasi dan musyawarah
untuk memecahknn parmasalahan ketenagakerjaan di penasahaan.

(3} Keanpgotaan Lembaga Kerjasama Bipartit terdii dari  unsur
pengusaha dan unsur serikat pekerja/aerikcat buruh dan/atau unsur
pekerja/buruh  yang ditunjuk/dipilih  oleh pekerja/buruh  secars
demokratis.

{4) Ketentuan mengenal progedur dan tata cara pembentukan dan

Pagal 41

(1) Lembage Kerjasama Tripartit terdiri dari unsur Pemerintah Deaerah,
organisasi pengusaha dan seriket pekerja/seikat buruh.

(2] Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan pertimbengan, saran dan pendapat kepads Pemeriniah
Daerah dan pihak terkait dalam penyumunan kebjjekan dan
pemecahan masalah ketenagaleriaan.

(3] Pembentiukan, Susunan Organisasi,Tugaz Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Lembagae Kerjasama Tripartit sehagaimana dimaksud pada ayat
{1], dilakaanalksn sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 42

{1) Pengusaha yang mempekerjakan peketja/buruh paling sedilkit 10
{zepulub) orang wsjibk membuat Peraturan Perusshaan yeng mulai
betrlalay setelah disahkan oleh Dinas.

() Kewajiban membust Peraturan perusahasn sebagaimana dimeksud
pada ayat (1] tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memdliki
Perjanjian Kerja Bersama.




Pasal 43

(1) Perjanjian Keria Bersama dibuat oleh serikat peketja/serikat buruh
atai: beberapa serikat pekerja/serikyt buruh yang tercatat pada Dinas
dengen pengusaha atau beberapa pengusaha.

(2] Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama sebagnimana dimaksud peda
ayat (1} dilaksanakan secara musyawarah.

(3] Perjanjian Kerja Bersama hars dibuat secara tertulis dengan hunaf
latity dan mengmmekan bahasa Ihdonesia.

(4] Dalam hal terdapat Peganjian Kerja Bersamae yang dibuat tidsk
mengpunakan  bahasa Indonesia, maka Perjanjian Kerja Beraama
tersebiet harus diterjemahksn delam bahazs Indonesia oleh
penterjemab tersurapaty,

(5] Perjanjian Keirja Bersama sebagaimana dimalsad pads ayat (1) wajib
didaftarkan pada Dinas,

BAB XII
PERLINDMIUNGAN TENAGA KERIA
Bagiat: Kesatu
Perlindungan Tenaga Kerja
Pasal 44

(1) Setiap pekerja,/buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan
kerja, leschatan kerja danhigiene perusahaan, linglomgan kerja,
kesugilaan, pemeliharaan moral ketja serta perlakuan yang sesuai
dengan martabat manusia dan moral agama.

{2} Betiap perusahasan wajib melaksanakan perlindungan tenage kerja
vang terditi dari:

a. norma keselamatan kerja;

b.tworina kerjs;

c. norma kesehatan kerja dan higiene perusahazm:
d. norma kerja snek dan perempuan; dan

e. norma jaminan soaial tenaga kerja.

(3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan symt
(2] dileksanakan sesusi dengan peraturan perutdang- undangan.

() Prosedur dan iata cara pemberan perlindungan  sebagaimana
dimaksud parda ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupsati.




Pasal 45
[1) Pengusaha wajib menerapian sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerfa yang terintegrasi dengen  sistem  manajemen
perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan siatem mansajemen keselamatan dan
keachatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan Kepatusan Bupati.

Pasal 46

(1) Setiap mstalasi, mesin, peralatan, bahan, barang den produk teknis
lannys, baik berdini sendiri maupun dalam satu kesatuan yang
mempunyai patensi  kecelakaan, peledakan, kebakaran, keracunan,
peryakit akibat kerja dan timbulnya bahayalingaingan kerja hamis
memenuhi syarat-syarat kesclamatan dan kesehstan kera, higiene
peruaashasn dan linglcangen kerja.

(2) Penerapan syarat-gyarat kesclamatan dan kesehatsn kerjs, higiene
peruzabaan, lingkungan kerja berlaku untuk setiap tahap pekerjaan
perancangan, pembuatan, penguiian, pemaksian atat penggunaan
dan pembongkeran atau pemusnahan  melahii pendekatan kesigteman
dan dilaksanakan seszai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Uniuk memenuhi syarat-syarat s=bagaimana dimaksud pada ayvat {2)
meks terhadap peralatan sebagaimans dimaksud pada ayat {1) harus
dilabuken pemeriksasan admmistrasi dan fisik serta pengujian secara
tekmis cich pegawai pengawas ketenagakerjaan.

[4) Dalam hal peralatan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian
sebagaimena dimeksud pada avat {3) memenuhi  persyaratan
kesclamatan dan  kesshatan kerjs acsuai dengan tahapan pekerjaan
schagaimana dimaksud padse  eyat (2} diberikan izin danfatas
pengeaahan oleh Drinas,

(5} Presedur dan tata cara pemeriksaan dsn pengujian serta untuk
mempercleh izin dan/atan pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat [4} diatar dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua
Wakta Kerja, Pekerja. Anak dan Pekerja Perempuan
Pasal 47
[1) Setiap pengusaha wajib meleksanakan ketentuan wakiu kerja:

a. 7 {(tupuhy} jam sehari dan 40 [empat puluh) jam seminggu untuk 6
{enam) hari kerja dan 1 [gatu] harl istirahat mingpuan dalem
serminggu;

b. 8 [delapan) jam sehari atau 40 {(empat puluh| jam semingga
untuk 5 (lima) hari kerja dan 2 {dua] har] istirahat mingguan delam
seminggu; dan

¢. walk kerja khusue pade sektor uashe atay pekerjaan tertentu.

{2} Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/burnh melebihi waktu kerja
sebhagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf s dan huruf b harus:

a. ada persstujuan pekerja/burah;

b, paling banyalk 3 (tiga] jam sehari dar 14 [empat belas) jam
Eeminggu;

¢. wajib membayar upah kerja lembur;

d. perusahaan wajib memberikan istirahat kepada pekerja/bunih; dan

8. perusahsan wajib memberikan maltan.

(3] Pengusaha wajib memberikarn istirahat kepada peketja/burah:

a. istirahat antara jam kerja, selcurang-kursangnya setengah jam setelah
bekerja selama 4 {(empat) jam terus menerua dan waktu istirahat
tersebmt tidak termeasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 [satu) hari untuk 6 (enam) har kerja dalam
1 [satu) minggu ataw 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1
(saty) minggu

c. Cuti tebunan, sekurang-kurangnya 12 [dua belag) hari kerja setelah
pekerja/buruh yang bersangloutan bekeria selama 12 {dua belag)
bulan sscara terus menerus; dan

d. istirahat paniang selkurang-kurangnva 2 [dua) bulan dan
dilaksanaken pads tahun ketujuh dan kedelapar masing masing 1
{satu) talan bagi pekerja/buruh yeng telah bekerja sclama & (enam)
tahuit secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan
ketentuar pekesrja/buruh tersebut tidak berheic lagi atas istirahata
tabunannya dalam 2 {dua) tshun berjalan dan selanjutnya berlatng
untuk setiap kelipanan masa kerja 6 (¢ham) tahnn.
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[4) Pelaksanaan wekiu istrmhat tahunen sebagaimans dimeksud padsa
ayat {3} huruf d distur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjisn kerja bersama.

[5) Pelakeanaan ketermuan sebagaimeana dimakeud pade ayat (1), eyat
{3), ayat (3], dan ayat {(4) dilaksanakan sesum dengan peraturan
perundang-indangat.

Pa=al 48
{1) Penpusaha dilarang mempekerjalkan anak.
{2] Pengecualian pada ayat (1) tersebut di ates bagj:

a. anak berumur 13 (Higa belas) tahun aampal dengan 15 (lima belss)
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
mengganggl perhkembangan dan kesehatan fisik dan sosial;

b. anak berumur paling sedikit 14 [empat helas) tabun dapat
melakukan peketjaan di tempat kerja bagian dar kurikulum
pendidikan atau pelatihan yang sah dan diber: petunjuk kerja yang
jelas, bimbingan, pengawasan dan  perlindungan keselamatan
dan keachata: kerja: dan

¢. anak dapat melakukan pekerfaan untuk mengembangkanbakat dan
minninys  dengan ayarat di bawah pengawasan langsung orang
tua/wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari serta kondisi
dan lingkungan kerjia tidak mengesnggu perkembangan fisik,
mentsl, soaial dan waktu sekolah.

(3} Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi perayaratan:

a. ada izin tertulis dan orang tua/wali;

b. sda perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua fwali;

wakiu kerja makzimum 3 [tiga) jam sehari;

dilakutkan siang hari dan tdak mengpanggu waitha selelah:
keselarnatan da kesehatan ketja;

adanya lhbungen kerja yang jelas; dan

menerima kpah sesvai dengan ketentuan yang berlaka

® oA opn

Pasal 49
{1} Pengusaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan analk pads
pekerjaan-pelerjaan yvang terburik.




[2) Pekerjaan-pekerjnan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) meliputi:

a. zegala pekerjaan dalam bentuk perbudaksn atau sejenismya;

b. segala pekerjaan yang metoenfratkan, menyediakan, atau
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi  pomografi,
pertunjukan porno, atau perhudian

¢. segala pekerjaan yang memanfeatkan, menyediaken, atan
melibatican anak untuls produksi dan perdagangsn minumean keras,
narkobla, paikotropika, dan zat adiktl lainoys, danfatau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,
atau morgl ansk,

(3) Jenis-jenin pekerjaan yang membahayalkan keschatan, keselamatan,
atau moral enak sebagaimana dimaksud pada ayat [2) buruf d
ditetapkan dengan Eepubisan Bupati.

Pagal 50

{1) Pemerintah Dasrah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak
belterje di luar hubungan kerja,

{Z) Upaya penanggulangan schagaimena dimealesud pade ayat (1) ditstapksn
dengan Keputusan Bupeti.

Pasal 51

(1) Pengusaha dilarang mempelmriakan  pekerja/buruh perempuaan harmil
yang menunn keterangan dekier berbahaya bagi kesehstan dan
kesclamatan diri maupun kandungannya bils bekerjs antara puinal
23.00 sampai dengan pulkeal 07.00,

(2) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antars, pukul 23,00
aamnpai dengan pulkl 07 .00 walib:

a. memberikan makanan dan minuman berglzi, selurang-kursngnya
memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada walkt istirahat antara
jam kerje;

h. menjaga kesusilann dan keamanan selama di tempat kerja; dan

c. menyedinkan antar jemput bagi pekerja perempuan yang
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai
dengan puloul 05.00.

(3} Pernberian meakanen dan minuman bergizi sebagaisans dimeksud pada,
ayat (2] huruf a tidek dapat diganti dengan usng.




(4] Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan syat
Regian Keti
Penpupahan
Pasal 52

{1} Setiap  pekeria/buruh  berhak memperoleh  penghasilan  yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusisan sesuai dengan
peraturan perundang-undangarn.

(2} Dalam rangka mewwujklkan penghasilan yang layak scbegeiman
dimaksud pada ayat {1}, perka ditetapkan uvpah minimum dengan
mempertimbangkanpeningkatai:  kesejahterssn  pelkerja  tanpa
mengabaitktan peningleatan produktifitas dan kemajuan perusakaan
serta perkembangan perekonomian pada umumnya.

Pasal 53

(1) Fengusaha wajib membayar upah paling sedikit seeuai dengan Upah

(2} Bagi pengusaha yang tidek mempu membaysr Upah Minimum
Kabupaten dapat mengajukan permohonan penangguhean kepada
Gubernur.

(3] Ketentuan mengenai proscdur dan tata cara permohonan penanpguhan

Upah Minimum Kabupsten dilaksansken sesuai  peratgran
perundangundangan yang berlalo,
Pasal 54

(1) Pengusahe menyusun struktur dan skala upah.

[2) Penyusunan struidur dan skala upah sehagaimana dimaksud pada
ayat (1] dapat dilakukan melalui analisa jabatan,uraian jabatan,
evaluazi jabatan, dan masaa kerja. '

{3) Pengaeburan pengupahan yang ditetapkan delam perjanjian kerja,
peraturen perusahean dan perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih

rendah dari Upah Minimum Kebupaten.
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Bagian Keempat
Jaminan Sosial
Paszal 55
(1) Setap pekerja/buruh dan keluarganye berhak untuk memperoleh
jamingn seaial tenaga kerja.
(2) Pengasaha wajlb mengikutesrtakan tenaga keganya dalam program
jaminan acaia) tepaga kerja.
(3) Jaminan sosial tennge kerja sehagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan sesnai dengan peraturan perundang-undangan.
Paaal 56
(1) Jaminan sosial dalam hubungan kerja ssbagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 meliput! waldy tertentu dan waloa tidek tertentu
(Z) Jaminan scsalal dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) meliputi:
a. untuk walktu tertentu terdiri dari jaminan kecelslman kerja dan
jaminan kematian; dan
b. untuk waktu tidak tertentu terdiri dari jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, jaminan heri tuwa dan jaminan pemeliharasn
keachatar.
{3} Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dan ayat
{2} dilakeansian seanai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB XII]
FASILITAS KESEJAHTERAAN DAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAGI PEEERJA
Bagian Kesaty
Paanal 57
{1) Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan dan/atan menyediakan
fasilitan kesejahteraan pekerja/buruh,
(2) Penyelenggarann dan penyedisan fazilitas sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliput:
8. fasilitas beribadah;
b. fesilitag keschatan;
c. fasilitas istirahat
d. Iesilitas olahraga;




e. fasilitss kanting

I. fasilitas angloutan;

g koperasi karyawan

h. tempat penitipan bayi;

L pelayanan kelurrgs berencans;, dan
j. iasilitas perumeahan.

{3} Penyelengprraan dan/ateu  penyedinan  fasilitas  kesejahteraan
sebagaimena dimaksid pads ayat (1} dan ayat (2], dilaksanakan dengan
memperhatikan kebutuhan peleerjafburuh dan ukaran kemampuan
perusahaan.

(4] Prosedur dan tatz cara penyelenggaraan danpenyediaan fagilitas
scbagnimana diroaksud pada avat [2) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 58

(1} Pemerintah Dacrsh dapat memberikan bantuan sesuai dengan
kemampusn untuk terselenggaranya kesejahteraan pekerja/buruh.

(2] Bentuk bantuan sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tunjangan Hari Raya
Pa=al 59

(1) Pengusaha wajib memberikan THR Keagamean kepada Pekerja/Buruh
yang telah mempunyai masa ¥=rja 1 (satu) bulan secars teris menerus
atau lehih,

(<] THRE zebagaimana dimaksud pada ayat {1) diberikan satu kali dalam
retahun dan diberikan paling lambat 7 (fujub)  hari sebelum  hari
raya.

Pamnal &)

(1) Besar THR sthagaimana dimaksud dalam Paas! 50 ayat (1) ditetapkan
s=bagri berikut:

a. pekerja/burubh yeng telah mempunysi masa keba 12 bulan
secara terus menerus atan lebih sebesar 1 (satu) bulan vpah.

b. pekerja/buruh yang telah mempunya maea kerja 1 (sat) bulan
secars terus menerus atau lebih, tetapi korang dari 12 (dua belas)
bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja.




[2) Upah 1 (saty) bulan sehagaimena dimaksud pada ayat (1) adalah upah
pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap.

{3) Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Perjanjian Kerja atau
Peraturan Perusahasn atau Perjanjian Kerja Bersama atau kebiasaan
vang dilakukatn lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh
sesual dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Peruashaan, Perjaniian Kerja
Hersama atau kebiassan yang telah dilakulan.

{4} Pelalsanaan pemberian THRE sebagrimana dimaksud dalam Pasal 59
dilaksanaken sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XTIV
KESEMPATAN BERIBADAH
Pazal 61

(1) Penguasha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada
pekerja/ buruh untuk meleksanaksn ibadsh vang diwajibkan oleh
agamanya, {2) Kesempatan secukupnya sebagaimana dimaksud pada
ayat {1),yaitu menyediakan tempat untuk melskesanakan ibadahnya
aecara bailk, sesusi dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.

(2) Perusahsen wajib memberilean keltluassan kepada pekerja perempuan
yang menggunskean kerudung/fjilbab dalam rangka melaksanakan
kewajiban dan/atau keyakinan terhadap agamanya.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN [NDUSTRIAL
Bagiat KE=satu
Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 62 _

(1) Pereelisihan  hubungan industrial wajib diypayaken penyelesaian
terlebih datmilu sleh pekerja/burub atay serikat pekerja/serikat bunih
dengan pengusaha/ gabungan pengusaha melalui perundingan bipartit
secara musyawarah untuk mufakat.

[2) Dalam hal perundingan sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
tercapai kats  sepakat dalam penyelesaian maka dibuat perjanjian




{3} Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai kata sepakat maka salah satu pihak atau kedua belah pihak
mencatatkan perselisihanmya kepada Dines dengan melampirkan bukt
telah diadakan perundingan I:-ipartitf untuk diproses sesuai dengan
perataran perundang-undangan,

(4) Dalam pelaksanaan upaya penyelesaisn peselisihan di  Dinas
dilalsanaken oleh mediator yang diangkat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

|9) Prosedur dan tata cara mediasi dilakeanskan sesusi peraturen
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemutusan Hubungan Kerja
Pasmsal &3

Pemutusan hubungan kerja meliputi pemuituean hubungan kerja yang
terjadi di badan uaaha yang berbadan hukum etau tidak, milk orang
perssorangan, milik persekutuan atan millk badan hukum baik milik
swasta maupun milik negara, maupun ueaha-usaha sosial dan u=zaha-
usaha lain yang mempunyai pengurus  dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalem bentuk lain.

Pasal 64

(1) Penguzaha, pehkerga/buruh, serikat  pekerja/serikat buruh, dan
Pemerintah Daerah dengan segala upaya harus menguashakan sagar
Jjangan terjadi permrbizan hubungan kerja.

2] Apsbila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka
maksud pemutusan hubungan kegja wajib  dinundingken oleh
pengueaha dan serikat  pekerje/serikat buruh  atau  dengan
pelkerja/buruh apabila pekeria/taruh yang bersanglouran tdak menjadi
anggota seriltat pelerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghasilkan persetujuan, maks salah satu atau kedua belah pihak
mengajukan permohonan penyelesaian ke Dinas untuk dilsksanelan
medinsi

(4] Dalam hel mediasi sebegaimana dimaksud pada ayat [3) tidak
menghasilkan persetujuan, maks para pihak atau salah aahy pihak
dapat melanpjutkan peryelesaian perselisihan ke Pengadilan
Hubungan Inchaatrial.




-

-35-

{3) Dalam hal perundingan zebagaimana dimaksud pada ayat [(2) tidak
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan
hubutgan kerja dengan pekerja/buruh setslah memperoleh penetapan
dari Pengadilan Hubungan Industrial,

Pamal &5

Prosedur dan tata cara Pemutusan Hubungan Kerja, pembayaran uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja dap  penggantian  hak
dilalmanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Mcgok Kerja
Pasa] 66

(1) Mogok kerja sebagei hak dasar pekerja/buruh dan/ataa serikat
pelerja/serikat buruh dilalukan s*cara sah, tertib, dan damai sehagal
akibat gagalnys perundingan.

(2) Pelaksanaan mogok ketja bagl pekerja fburuh yang bekerja pada
peruzahaan yang melayani kepentingan urnusm den/atau perusahaan
yang jenis kegistannya membaheayakan keselamaten jiwa manusia
diatur sedemikian rupa sehingga tidak menggenggu kepentingan umum
dan/atau membshayakan keselamatan orang lain.

(3) Paling sedikit dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilakeanalkan, peketja/buruh danfatau serikat pelerja/serikat buruh
wajib memberitabukan secara tettulis kepada pengusaha, Dinas, dan
Kepolisian.

(4) Femberitahuan sebagaimana dimeksud pada ayat (3} memuat:

a. hari, tanggsl den jam dimulai dan diakhin mogok kerja;

b. tempat megok kerja;

¢. alasan dan scbab-sebab mengapa harus melakukan mogok ketja;
dan

d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua,
dan sekretaria serikat peleerja/serikat buruh sebagai penangpung
javab mogok kerja.




(%) Dalam hal mogek kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] maks untuk menvelamatkan alat produks] dan aset
perusahean, pengazsaha dapat mengamhil tndakan sementarn
dengan cera;

a. melarang pars pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi
k=giatan proses produksi; atau

b. apabila dianggap periu melarang pekeria/buruh yvang mogek kerja
kerada di lokasi perusahaan.

Bagian Keempat
Perutupas Pernsashaan
Pugral &7

(1) Pemuxtupan perusahean merupakan hak dasar penpusaha untulk
menolak  peherja/burah sebagian atau selurhnya untuk menjslankean
pekerjaan ascbagai ekibat gagaliys perundingan.

{2) Pengusaha tdalk dibenarkan melaloakan penutupan perusahaan
sebagai tindekan  balasan sehubungan adanya tuntutan normatif
dari pekerja/ buruh dan/ atan serikat pekerjafserikat buruh.

(3] Tindakan penutapan perusahaan harme dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagiar Kesatu
Umum
Prsal 55
(1) Bupat meleitukan petabinaen ketenagaket]aan.
{2) Permbinaan dan pengawnsan ketenagakeriaan sebagnimana dimsksud

dalam ayat (1), dan ayat [2], dilaksanakan secara terpadu dan
(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan scbagaimana dimaksid
pada ayat (1), Pengasaha atau pengurus wajlb melaporkan secara

tertulls setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali,
memindahkan atau membubarkan perusahasn kepada Dinas.

[4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua
Pembinaan
Pazal 69
[1) Bupati melakuban pembingan {erhadap keglatan ketenagaketjnan.
[2) Pembinaan sebagnimana dimalsud pada ayat (1) antara lain:
8. bimbingan dan petyuluhan di bidang ketenagalkerjaan;
b. bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan;
¢. pemberdayaan magyarakat di bidang ketenagakerjnan dalam rangha
perluasan kesempatar: kerja; dan
d. pembinaan hubungan industrial ketenagakerjaan.
(2] Prosedur dan tata cara pembinaan sebageimsna dimaksud pada ayat
(2} distur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pengawassn
Pasal TO

(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan cleh pegawal penpawas
ketensgrkeriaan yang mempunyai kampetensi dan independen guna
menjamin pelakeanaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.

(2} Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangltat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Prosedur dan tats care pengawasan sebagaimana dimaksud pads ayst
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIi
SANKS] ADMINISTRATIF
Pasal 71
{1) Setiap orang &tau badan yeng melsnggar ketentuan sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 14 ayat (2}, Pasal 15, Pasal 25 ayat {1), Pasal 28
ayat (1} dan (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat [4), Pasal 32, Pasal 33 ayat
2], ayat (3) den ayat {4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat [1), Pasal
44 ayat [2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1} dan ayat {3) dikenakan
sanksei administratif,
{2) Sanksi adminjatratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran;




peringatan tertulis;

pembatasan keglatan usaha;

pembeluian kegiatan usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

penghentian sementara sebagian atau selurub slat produksi; dan
h. pencabutan izin.

(3} Ketentuan mengenai sank= administratif sebagaimans dimaksud pads
ayat (1) dan ayat [2] diatur dengan Persturan Bupati.
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BAB XVl
KETENTUAN PENYIDIKAN
Paaal 72
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Dasrah
berwenang untuk melaksanakan petryidikan terhadap pelanggaran
ketenbuan dalamn Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidii sebagaimeana dimaksud pada avat (1] adalah:

4. menerima, mencarl, mengumpulkan dan meneliti keterangan atan
Inporan berkenaan dengan tindak pidans

b. meneliti, menceri dan mengampulkan keterangan mengenai orang
pribedi atan badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

¢. meminia keterangan dan bahen bukti dari pribadi ateu badan
sehubungan dengan tindak pidana;

d. memerikga buku-buku catatan-catatan dandeoknmen-dokumen
lain berkenaan tindek pidana;

e. melakuken penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan dan  dokumen-dokumen lain  serta
melaliukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rapgka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana:

g. menyuruh berhenti danfatau melarang seseorang meninggalkan
ruangan &tau tempat pada apat pemerikaaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokmmen;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i memanpgil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangia atau salkai;
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j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran panyelidikan
tindak pidana meurat hukum VRO dapat

dipertanggpungjawablcan.
(3] Penyidik acbagaimana dimaksud pada ayat (1} memberitahulearn
dimulainya penyidiken kepads Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimekend pads ayat
(2) memerlukan tindaken penangkapan dan penshenan penyidikc
pegawai Negeri Sipil melslibknn koordinaesi dengen Pejabat Penvidik
Kepolisian MNegara Republik Indonesia sesusi dengan peraturan
perumdang-undengan.

{9) Penyidik Pegawal Negeri Sipil scbagaimana dimaksud pads ayat (1}
menyampaikan hasil penyidikan kepadsa Peruntut Umum melalui
Pejabat Penyidilc Kepoligian Negara Republik Indonesia,

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73
Setiap orang atau badan yang melakukan perbuaten yeng depat
diklasifitasiken sehagai tindak pidana ketenagakerjaan diancam pidana
sebagaimans diatur dalam peraturan perundeng-undangan.
BAR XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pazal 74

(1) Izin ketenagakerjaar: yeng telah ada sebelum berlakunya Perataran
Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang
bersanghkutan.

{2} Semua perizinan dan pengesahan dibidang ketenagakerjaan vang
telah  ada  sebelum berlakunya Peraturan Dserah ini  wajib
menyesuaikan paling lambat 1 (satu}tahun  sejak  diberlakukannya
Peraturan Daerah ini.

i3] Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan
Peraturan Dasrah ini maka gemua peraturan pelaksanaan yang ada
tetap berlaku sepanjang tidale  bertentangan dengar: Peraturan Daerah
ini.

BAB X1
KETENTUAN PENUTLIP
Pazal 75

Dengan berialunya Peraturen Deerah ini, maka Peraturan Daerah
Keupaten: Tuban Nomor 8 Tahun 2003 tentang Wajit Latih Tenaga Ketja
Bagi Perusahpen, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlato,




Prsal 76

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu
paling lambat 1 {satu] tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan
Caerah imi.

Pasal 77
Peraturan Dacrah ini mulsi berlaki pada tanggal diundangian.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapicars di Tuban
pada tangpal 4 November 2016
BUPATI TUBAN,
ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 4 November 2016
SEERETARIE DAERAH
KABUPATEN TURAN,

£td.

BUDE WITANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 1TUBAN TAHUN 2014 SERI E ROMOR 54

NOREG PERATURAN DAERAH HABUPATEN TUBAN NOMOR 353-19/2016

UNTUK SALIMAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
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Pzmbina Tingkat 1
NIF. 19GG1102 199602 1 003




PENJELASAN
ATAS
FERATURAN DAERAH EKABUPATEN TUBAN
ROMOR 1% TAHOUN 20164
TENTANG
EETENAGARER.TAAN

I. TMUM

Pembukean Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didivikan Negara Republik
Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kescjahteraan
umum dan mencerdasian kehidupan bangsa. Amanat  tersebsat
mengandung makna negara berkswajiban memermhi
kebutuhan setiap warga negara untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang edil dan layak dalam hubungan kega
untuk mewujudkan masyarakat yang eejahiera, adil, malmur, yang
merata, Dalk materiil manpun spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesig Tahun 1945,

Pemnbangunan ketenagakerjaan merupakan langkah strategia dalam
menanggillangi masalah ketenagekerjpan dan sekaligus merupskan
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bidang
ketenagakerjaan mempunyai peranats yang sangat sitategis dalam
pembsngunan dacrah, meka diperluken pengaturan di bidang
ketenagakeriaan  yang menyeluruh dan komprehensif mencakup
pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produicivitas dan
daya saing tenaga kerja, perluasan kesemnpatan kerja, pelayanan
penempatan tenage kerja, pembinaen hubungan industrial dan
periindungan tenaga kerja.

Feniyclengegaraan ketenagakerinan berlandaskan Pancesila dan UUD
1945 tanpa diskriminasi dan berdasarkan azas: §ij kekeluargaan dan
kemitrann; (i) perencansan dan pemberdaysan tenaga kerja secara
berkeainambungan; (i) persamaan, keadilan, dan perlindungan
hukum; (iv) peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial
tenaga kerja beserta keluarganys; (v] peningkatan produktivitas demni
kelangaungan ussha dan rameh inveatasi: dan (vi] keterlibatan peran
seria seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan




Sedangkan Penyelenggaraan ketenegakerjaan dalam Peraturan
deersh ini kerfujuan antuk menyasun dan melalisanakan:

a. perencanzan tenaga kerja direncanakan dan dilaksanalkan secara
terpach;

k. kebijakan sistem latihan kerja nasional dapat diimplementasiken
dengan baik dan benar di daerah;

¢. kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan delam rangka
peningkatan produktivitas daeraly;

d. kebljakar penyediaan dan pendayvagunasan tenags kerja dilakukan
secara terpadi;

e. kebijrkan perlindungan tenaga kerja dalam rengka peningkatan
kesgjahteraan tenagn ketja dan jaminan sogial tenaga keria dan
kelzarga diarahian dalam peningkatan produktivites tenage kesja;
dan

f. pemhbinaan dan pengawssan dilaksanakan secara terprogram dsn
kerkesinambungan dalam rangka peningkatan ikfim vang ramah
investasi dan penegakan hukute untuk menjamin adanyva kepastian
dan keadilan hukum untuk pelkerja dan pengusaha.

Adapun penyelengparaan ketenogakerjean dalam Peraturan
daerah ini mempuny=i sasaran: [i} terwujudnya perencansan tenaga
kerja; (if} terwujudnya sistem latihan kerja nasional di daerah; (i)
terwujudnya kebijakan produktivitas; (iv) terwupadnya penyediaan
dan pendayagunasn tcnaga kema; (v terwujudnya  perlindungan
tenaga kerja; (vi} terwujudnym penyelesaian perselislhan hubungan
industrial; dan (vii} terwjudnya harmenisasi antara pekerja, pengusaha
dan pemerintah daergh,

Peraturan daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan
pengaturan mengenai Ketenagakerjnan, antara lain melipati:
aasaran peryelengegaraan ketensgakerjaain:
perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketensgakerjaan:
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
penempatan tenagy kerja;
perluasan kessmpatan kerja;
penempatan tenaga keerfa loksl;
penpgunaan tenaga kerja aaing,
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Pasal 1

hubungan kerja;
hubungan indusirial;
perlindungan tenaga kerja;
fasilitasi keselahtaraan dan THR;
kesempatan beribadeh;
. penyelespian perselisihan hubungan industrial;
pembinaan dan pengawasan;
penyidikan: dan
sanksi administratif,

- PABAL DEMI PASAL

Cukup jelas

Pasal 2

Hurufa

Yang dimaksud dengan asas “keleeluargann dan kemitraan®
ini adalah hahwa gsetap pembangunan ketenagakerjasn
harus mencerminkan musyawarah unhik mencapai mufakat
dalam setiap pengambilan keputusen dan harus menjalin
kemitraan

antara pelaku usaha, buruh/pekerja dengan pemerintab:
dacrah.

Hurii b

Yang dimeksud dengan asss  “Perencanaan dan
pemberdayaen tenaga kerja secara berkesinambungan® ini
adalah bahwa setiap pembangunan ketenagakerjaan harus
didasarkan pada perencansan yang dilaksanalan secars
terpacdu dan berorientasi pada upaya pemberdayaan tennga
kerja secara berkssinambungan.

Humif ¢

Yang dimaksud dengan ases *persamaan, keadilan, dan
perlindungen hukum™ ini adalah beshwa  se=Hap
pembangunan ketenagakeriann tidak boleh bersifat
memhbedakan berdasarken latar belakang agamna, suku, ras,
golongan, gender, atau statuz  sosial, dan  haerus
mencerminkan  keadilan eecara  proporsional, serts
memberilean perlindungen hulum hag setiap warga negara.




Huruf d
Yeng dimakmxl dengan asas “Peningkatan kesejahterasn
tenaga kepa dan jaminan =scsial tenaga kerja beserta
keluarganya® ini adalash bahwa setiap pembangunan
ketenagakerjaan harus menjamin upaya peningkatan
kesejahternan dan  jaminan sosial bagi tenaga keria dan
keluarganya.

Huruf e
Yang dimaksud dengan azas “Peningkatan produlkdivitas
dernl kelangsungan usaha dan ramah investasi® ini adalah
bahwa setiap pembangunan ketenagakerjaan harus
menjamin peningkatan produktivitas tenaga kerja  demi
kelangsungan usaha dan ramah serta kondusif bagi investasi.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “Keterlibatan peran seria
sehwruh  stakeholder dalam penyelenggaraan

ketenagakerjaan’ini adealah bahwa gsetiap pembangunan
ketenagakerjaan harmzs melibatkan peran serta selurth

atakeholder dalam penyelenggaraan ketenagalerjpan di
daerah.




Ayat (3)
Untuk menjamin penyiapan tenaga kerja yang berkualitas,
profesional dan seaual kebutuhan di dunia kerja, secara
prinsip merupaken tangmumgjawab pemerintaly  dacrah,
untuk itulah pemerintah dacrah wajib memiliki Balai Latihan
Kerja berbasis kompetensi vang sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja.
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pazal 12

Cukug Jelas
Pazal 13

Cukup Jelaa
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Paszal 15

Culup Jelaa
Pasai 17

Culup Jelas
Pasal 18

Culup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukuyp Jelas
Pagal 22

Culup .Jelas




Pasal 23
Culup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Culap Jelas
Paszal 26
Culp Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pazel 28
Cukup Jelas
Pasgl 29
Cukup Jelas
Pass] 30
Cukuap Jelas
Faral 31
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1]
Yang dimaksud dengan “tenagn kerja lokal® adalah
menigutamakan secara maksimal  agar lowongan pekerjasn
tersebut diberilan persn seluas-luasnya kepada putra daerah,
Btau masyarakat Tuban yvang memiliki kuslifikasi tertentu,
khususnya yang berdomisili di sekitar parusahaan,
Ayat [2]

Yang dimaksud dengan “warga yang berdomisili di selkitar
perusahaaan® adalah warga masyvarakmt Kabupaten Tuban
yang tingga! di sekitar perusahasn yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, dan yang

merasakan dampelt langsung dari kebersdssn perusabiasn
tersebut.




Aymt [3)
CulnapJelas
Ayat (4]
Culmp Jelas
| Ayat (5)
! Cukup Jelag
Ayat (6)
Cukup Jelas
Paaal 33
Culmip Jelas
Pasal 34
Avat [1)
Culkoup Jelas
Ayat [2)
Pada Prinsipnya Perjenjian Kerja Dibuat Secara Tertulis,
Namun Melihat Kondiei Masyarakat Yang Deragam
Dimungkinkan Perfanjian Kerja Secara Lisan.
Ayat [3}
Pengusaha Wajih membuat Surat Pengangkatan bagi
Pekerja/Burul yang bersangkutan, dalam hel Pejanjian Kerja
dibuat Secara Lisan. Hal ini untuk menjamin perlindungan
bagipekerja/buruh yang bersangkutan dengan
mencantumkan syarat-syarat Perjanjian Herja.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 35
Culkup Jelas
Pasal 36
Cukup Jetas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas




Pasal 39
Cukup Jeias
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelaa
Pazal 44
Cukup Jelas
Pagal 45
Cukup Jelas
Paaal 46
Cukup Jelas
Pasai 47
Cukup Jelas
Pagaal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Paaal 50
Cukup Jelas
Fasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup .lelas
Pasal 55
Culup Jelaz




Paasl 56

Cukup Jelaa
Pasal 57

Cukyp Jelas




Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pssal 75
Cukup Jelas
Pasal 76 '
Culkup Jelas
Pasal 77
Cukuyp Jelas
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